BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berikut ini kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan penelitian yaitu
bagaimana akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam pelaksanaan
PPDB di Kota Bandung dilihat dari kelima dimensi akuntabilitas, yaitu

transparency, liability, controllability, responsibility, dan responsiveness.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota
Bandung dalam pelaksanaan PPDB di Kota Bandung masih sangat kurang. Hal ini
dibuktikan dengan informasi mengenai PPDB belum bersifat terbuka dan belum
mudah dijangkau masyarakat, kemudian Dinas Pendidikan Kota Bandung juga
belum dapat memberi apresiasi bagi pegawai pelaksana PPDB. Selain itu, masih
terdapat ketidaksesuaian terhadap aturan yang berlaku dalam pelaksanaan PPDB
dan Dinas Pendidikan Kota Bandung belum dapat mengatasi aduan yang

disampaikan masyarakat.

Berikut ini kesimpulan berdasarkan dimensi-dimensi akuntabilitas yang

dikemukakan oleh Koppell.

1. Transparency
Transparency di Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam melaksanakan
PPDB khususnya sistem zonasi yang diukur dengan tiga indikator masih
kurang. Dari ketiga indikator, seluruhnya belum terlaksana dengan baik.

Informasi mengenai PPDB yang telah disediakan oleh Dinas Pendidikan
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Kota Bandung masih belum dapat diakses masyarakat dengan mudah dan
terbuka sebab nformasi yang disediakan melalui situs ppdb.bandung.go.id
belum sepenuhnya transparan dan hanya memuat hasil akhir proses
pengukuran jarak dan tidak memuat informasi secara keseluruhan.
2. Liability

Liability Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam pelaksanaan PPDB di
Kota Bandung yang diukur dari empat indikator belum cukup baik. Dari
keempat indikator tersebut, hanya dua yang telah dilaksanakan. Hal tersebut
dibuktikan dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung belum dapat
memberikan apresiasi kepada pegawainya yang telah melaksanakan PPDB
dengan baik.

3. Controllability

Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam dimensi controllability dapat
dikatakan cukup baik dalam melaksanakan kebijakan PPDB khususnya
pada jalur zonasi. Dari kedua indikator, Dinas Pendidikan Kota Bandung
telah melaksanakan keduanya. Hal tersebut dibuktikan prosedur yang dibuat
oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung telah sesuai dengan apa yang
tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51
Tahun 2018. Dinas Pendidikan Kota Bandung juga telah dapat dikendalikan
oleh masyarakat dengan adanya Focus Group Discussion yang diadakan
oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan melakukan kerja sama dengan
perwakilan masyarakat ataupun orang tua peserta didik.

4. Responsibility
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Responsibility Dinas Pendidikan Kota Bandung dapat dikatakan belum
cukup baik dalam pelaksanaan PPDB tingkat SMP melalui jalur zonasi di
Kota Bandung. Dari dua indikator yang digunakan untuk mengukur
akuntabilitas, masih terdapat satu indikator yang belum dilaksanakan yaitu
masih adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan PPDB di tingkat SMP di
Kota Bandung yaitu terkait pengukuran yang belum berlangsung secara
akurat.

5. Responsiveness
Dilihat dari dimensi responsiveness, Dinas Pendidikan Kota Bandung
dapat dikatakan belum cukup baik. Dari dua indikatoryang digunakan untuk
mengukur akuntabilitas, kedua-duanya masih belum terlaksana. Dinas
Pendidikan Kota Bandung belum dapat memenuhi kebutuhan dan
permintaan masyarakat karena selama ini aduan yang diterima oleh Dinas
Kota Bandung belum dapat diatasi dengan baik dan cenderung hanya

ditampung tanpa dilakukan solusi.

Berdasarkan kesimpulan dari keseluruhan indikator, maka bisa dikatakan
bahwa secara keseluruhan, akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam
pelaksanaan PPDB Jalur Zonasi Di Kota Bandung masih perlu ditingkatkan, karena
keempat dimensi akuntabilitas yang diukur masih menunjukkan situasi atau kondisi

yang kurang baik.

6.2 Saran



berikut.
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Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai

Dinas Pendidikan Kota Bandung dapat memberikan edukasi tentang
bagaimana cara mengakses situs PPDB dan memberikan pengetahuan
mengenai pentingnya peran orang tua dalam proses pemantauan anak
mereka di sekolah yang dituju.

Dinas Pendidikan Kota Bandung juga sebaiknya menampilkan infomasi
yang mengenai alamat dan asal calon peserta didik dalam situs
ppdb.bandung.go.id agar kepercayaan masyarakat terhadap Dinas
Pendidikan Kota Bandung dan sekolah selaku penyedia layanan tetap tinggi.
Dinas Pendidikan Kota Bandung perlu memberikan penghargaan kepada
pegawai yang telah berkinerja baik untuk menghargai upaya pegawai
dalam melaksanakan tugasnya. Dengan begitu, pegawai dapat lebih
termotivasi dan meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan PPDB di
Kota Bandung.

Dinas Pendidikan Kota Bandung dapat melakukan pengawasan yang lebih
ketat terhadap pelaksanaan PPDB di tingkat satuan Pendidikan dengan
melakukan koordinasi melalui PPID sub pembantu di tiap sekolah.

Daya tanggap Dinas Pendidikan Kota Bandung sebaiknya langsung
memproses setiap aduan yang dilayangkan oleh masyarakat. Dinas
Pendidikan Kota Bandung juga sebaiknya melakukan koordaini dengan
pihak sekolah untuk memastikan kinerja pengaduan di PPID sub pembantu

tingkat sekolah agar proses pengaduan dapat berjalan dengan baik.
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